
1 

 

 
 

 
 
 

 
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 
NOMOR  31 TAHUN 2020         

TENTANG 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI                                                                                                  

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

 
Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (5) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah perlu diatur dengan 

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur; 

   b.  bahwa untuk menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur yang transparan dan akuntabel;  

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas 

perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan  Bupati 

Kotawaringin Timur tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 

 

 

SALINAN 
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Mengingat   :   1.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  

Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  

Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234 ); Sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia   Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

17. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 ); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Tahun 2009 Nomor 3);  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan 

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur Tahun 2016 Nomor 9);Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten kotawaringin 

Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur Tahun 2020 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 

TIMUR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah  adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 
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2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati  Kotawaringin Timur.  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah.  

6. Akuntansi adalah suatu kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas yang 

dijadikan sebagai informasi kuantitatif dalam rangka pengambilan 

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 

7. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur 

manual maupun terkomputerisasi melalui aplikasi tertentu mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi 

keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.  

8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh 

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 

9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. 

10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan. 



7 

 

11. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, 

adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

12. Peryataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat 

PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. 

13. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar 

penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan 

merupakan acuan bagi komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan 

keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum 

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

14. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang 

selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian 

lebih lanjut atas PSAP. 

15. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis 

akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. 

16. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, 

aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, 

serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 

17. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui 

aset, utang, dan ekuitas  dana berbasis akrual. 

18. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat 

KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas 

menyusun SAP. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
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20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperolah 

atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurangan nilai kekayaan daerah. 

22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat 

lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

23. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan 

Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan 

pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 

24. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelanggaraan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur. 

26. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Timur yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. 

27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

28. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. 

29. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 
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30. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang 

dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

31. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atau hak Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai 

akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

32. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang 

diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan 

dokumen sumber yang sama. 

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode tertentu. 

34. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan 

belanja selama satu periode pelaporan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi 

SKPD dan SKPKD dalam melaksanakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur dalam rangka penyusunan laporan Pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 4 

(1) Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur terdiri dari :  

a. Kerangka Konseptual; 

b. Kebijakan Akuntansi  01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 

c. Kebijakan Akuntansi  02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 

d. Kebijakan Akuntansi 03 tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

e. Kebijakan Akuntansi  04 tentang Neraca; 

f. Kebijakan Akuntansi  05 tentang Laporan Operasional; 

g. Kebijakan Akuntansi  06 tentang Laporan Arus Kas; 

h. Kebijakan Akuntansi  07 tentang Laporan Perubahan Ekuitas; 

i. Kebijakan Akuntansi  08 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan; 

j. Kebijakan Akuntansi  09  tentang  Pendapatan    Laporan      

Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional; 

k. Kebijakan Akuntansi  10 tentang Belanja dan Beban; 

l. Kebijakan Akuntansi  11 tentang Pembiayaan; 

m. Kebijakan Akuntansi  12 tentang Aset; 

n. Kebijakan Akuntansi  13 tentang Kewajiban dan Ekuitas; 

o. Kebijakan Akuntansi 14 tentang   Koreksi  Kesalahan,  Perubahan 

Kebijakan Akuntansi,  Perubahan Estimasi Akuntansi dan Peristiwa 

Luar Biasa; 

p. Kebijakan Akuntansi 15 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;  

(2) Uraian tentang ruang lingkup kebijakan akuntansi Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Kebijakan Akuntansi harus dipedomani oleh fungsi-fungsi di Pemerintah 

Daerah, antara lain Fungsi Perencanaan, Fungsi Penyusunan APBD dan 

Fungsi Pelaksanaan APBD, sehingga akan terjadi keselarasan antara 

Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan 

Daerah. 
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BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 5 

Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan 

peristiwa yang lain yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi, 

pelaksanaannya berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

kelengkapannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-

Undangan. 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Perolehan aset tetap sampai tahun anggaran 2020 yang telah disajikan 

sesuai Ketentuan  batasan nilai satuan minimal perolehan awal  

sebagaimana diatur dalam  Peraturan Bupati Nomor  8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan kedua  atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang  

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk 

tetap disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah daerah sampai 

masa umur manfaatnya. 

Pasal 7 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 

Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 

16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin  Timur  (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 

2016 Nomor  8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

Ditetapkan di Sampit 

pada tanggal   18 September 2020 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

Ttd 

 

              SUPIAN HADI 

Diundangkan di Sampit 

pada  tanggal    18  September    2020    

           SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, 

                         

                   Ttd 

 

            HALIKINNOR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  TAHUN 2020 

NOMOR 31 

 

 
 


